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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui perkembangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di
Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, tahun 2021-2024, (2) Untuk mengetahui
efektivitas dan efisiensi pengelolaan ADD dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Malino
Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala tahun 2021-2024, (3) Menilai rasio kemandirian pengelolaan
ADD dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala
tahun 2021-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis
data pada penelitian ini menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, analisis tren, dan rasio kemandirian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan ADD di Desa Malino mengalami pertumbuhan yang
stabil selama tahun anggaran 2021-2024. Pada tahun 2022, penerimaan tetap sama dengan tahun
sebelumnya, pada tahun 2023, ADD meningkat sebesar 4,86%, dan pada tahun 2024 kembali mengalami
peningkatan sebesar 14,34%. (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino pada 2021-2024
menunjukkan hasil yang sangat efektif dan efisien. Rasio efektivitas mencapai 100% pada tahun 2022-
2024, dengan sedikit kelebihan 101% pada 2021, mencerminkan kesesuaian anggaran dan realisasi. Rasio
efisiensi mencapai 99,77% pada 2021 dan 100% pada 2022-2024, menunjukan penggunaan anggaran yang
optimal untuk pembangunan fisik desa. (3) Rasio kemandirian Desa Malino masih rendah karena belum
menmiliki PADes dan bergantung pada dana transfer pemerintah.

ABSTRACT

This study aims to: (1) Analyze the development of Village Fund Allocation (ADD) management in Malino
Village, Balaesang District, Donggala Regency from 2021 to 2024; (2) Evaluate the effectiveness and
efficiency of ADD management in improving the physical development of Malino Village; and (3) Assess
the independence ratio of ADD management in supporting the village’s physical development. This
research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data analysis techniques include
effectiveness ratio, efficiency ratio, trend analysis, and independence ratio. The results show that: (1) The
management of ADD in Malino Village experienced stable growth during the 2021-2024 fiscal years. In
2022, revenue remained the same as the previous year. In 2023, ADD increased by 4.86%, and in 2024 it
increased again by 14.34%. (2) ADD management in 2021-2024 was found to be highly effective and
efficient. The effectiveness ratio reached 100% in 2022-2024, with a slight surplus of 101% in 2021,
indicating alignment between budgeting and realization. The efficiency ratio was 99.77% in 2021 and
100% in 2022-2024, reflecting optimal budget utilization for physical development. (3) The independence
ratio of Malino Village remains low due to the absence of Village Original Income (PADes) and continued
reliance on government transfer funds.
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PENDAHULUAN

Di Indonesia, desa berfungsi sebagai tingkat terendah dalam hierarki pemerintahan dan
memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah. Desa berperan sebagai pusat
pemerataan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa menjadi tujuan utama pembangunan.

Desa juga menjadi langkah awal menuju otonomi dalam pelaksanaan pemerintahan dan
pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan tahunan desa terus meningkat, sehingga diperlukan kapasitas
yang dapat dipercaya dari pemerintah desa untuk memastikan pengelolaan pemerintahan dan keuangan
desa dilakukan secara fokus dan akuntabel. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya, seperti
kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi perangkat desa, sering kali menghambat efektivitas Alokasi
Dana Desa (ADD). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa agar mampu
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi inisiatif pembangunan yang bermanfaat langsung bagi
masyarakat.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa
memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan
kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta meningkatkan pelayanan terhadap
masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat juga memainkan peran penting dalam perencanaan dan pengawasan
inisiatif pembangunan desa. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, desa dapat memastikan bahwa
program-program yang dilaksanakan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
setempat. Kolaborasi efektif antara pemerintah desa dan masyarakat akan menumbuhkan akuntabilitas
serta keterbukaan dalam pengelolaan dana desa, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat
terhadap pembangunan yang dilakukan. Dengan demikian, desa dapat bertransformasi menjadi pelaku
utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004
tentang Keuangan Daerah, tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi elemen
krusial. Dalam konteks ini, kekuasaan yang lebih besar diberikan kepada pemerintah daerah untuk
merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintahan
desa, sebagai subsistem dalam sistem pemerintahan Indonesia, memiliki wewenang untuk mengelola
dan menangani kepentingan masyarakat melalui penerapan otonomi daerah.

Pembangunan sebuah desa memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan
nasional dan daerah, terutama dalam aspek pemerataan dan dampaknya terhadap kesejahteraan
masyarakat. Namun, tantangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sering kali menghambat
efektivitas proyek-proyek pembangunan, termasuk proyek yang berdampak langsung pada masyarakat.
Pemerintahan desa berfungsi sebagai subsistem dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan
wewenang untuk mengelola dan menangani kepentingan masyarakat, melalui penerapan otonomi
daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk menggambarkan sejauh mana
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino dapat memajukan pembangunan fisik, serta
tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penulis juga merasa tertarik untuk mengeksplorasi rasio
kemandirian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena penelitian sebelumnya tidak
mengkaji aspek ini secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penelitian yang perlu
diisi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan dana desa.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data pada
penelitian ini menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, analisis tren, dan rasio kemandirian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Rasio pertumbuhan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino menunjukkan
tren yang stabil dan positif selama periode tahun 2021 hingga 2024. Berdasarkan hasil penelitian,
diketahui bahwa dana yang diterima pada tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp 415.941.000, kemudian
meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp 436.153.000, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun
2024 menjadi Rp 498.677.000. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan alokasi dana dari
pemerintah yang diterima oleh desa, yang secara tidak langsung mencerminkan perhatian pemerintah
terhadap kebutuhan pembangunan di Desa Malino.

Menurut Mahmudi (2019:20), rasio pertumbuhan merupakan indikator penting dalam
mengukur kemampuan instansi pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja
anggaran dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Malino mampu menjaga
konsistensi dan kestabilan dalam penerimaan dana, yang menunjukkan bahwa desa tersebut berada
dalam jalur pengelolaan anggaran yang sehat dan dapat dipercaya oleh pemerintah pusat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Afriana Pandawa Paseli (2019), dengan judul penelitian
“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa
Taipa Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso” yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ADD dapat
mengalami fluktuasi, namun tren positif akan menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan
anggaran. Namun demikian, berbeda dengan kondisi Desa Taipa yang sempat mengalami penurunan
pada tahun 2017, Desa Malino menunjukkan stabilitas yang baik selama empat tahun berturut-turut.
Hal ini menjadi cerminan bahwa strategi penganggaran dan hubungan administratif Desa Malino
dengan pemerintah daerah berjalan dengan efektif, sehingga meminimalisir potensi penurunan
anggaran.

Dengan adanya pertumbuhan ADD ini, Desa Malino memiliki peluang lebih besar dalam
merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik maupun operasional yang berdampak langsung
pada kesejahteraan masyarakat desa.

Rasio Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Rasio efektivitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino menunjukkan
bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan. Hal ini dibuktikan
dengan nilai realisasi yang selalu setara atau bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan anggaran,
khususnya pada tahun 2021. Menurut P.Robbins Stephen (2010:8), efektivitas adalah ukuran
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka, berdasarkan realisasi
yang mendekati 100%, pengelolaan ADD di Desa Malino dapat dikategorikan sebagai efektif hingga
sangat efektif.

Efektivitas ini menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki kemampuan dalam mengelola
dana secara optimal, meskipun porsi terbesar dari ADD difokuskan pada belanja operasional. Tujuan
pembangunan tetap tercapai melalui pelaksanaan proyek fisik seperti pembangunan jalan usaha tani,
deker, dan pos desa. Namun, efektivitas akan lebih ideal apabila didukung oleh tingkat partisipasi
masyarakat yang tinggi dan pelaporan yang transparan.

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian Nova Sulastri (2016),
dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik
Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna” yang menemukan bahwa efektivitas
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pengelolaan ADD di Desa Lakapodo masih rendah akibat kurangnya transparansi informasi dan
minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan.

Sementara itu, penelitian Andini Winarianti (2020) yang berjudul “Efektivitas Alokasi Dana
Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa" juga mendukung pentingnya
partisipasi masyarakat. Di Desa Pakatto, tahap perencanaan dinilai efektif karena tingginya keterlibatan
warga dalam musyawarah desa (musrenbangdes), namun efektivitas keseluruhan tetap kurang karena
lemahnya pengawasan dan evaluasi kegiatan.

Di sisi lain, Afriana Pandawa Paseli (2019) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Taipa Kecamatan Pamona Barat
Kabupaten Poso” menemukan bahwa efektivitas ADD di Desa Taipa bersifat variatif ada kegiatan yang
dinilai efektif dan ada pula yang tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan ADD
sangat bergantung pada konteks lokal, tata kelola, dan akuntabilitas masing-masing desa.

Dengan demikian, efektivitas di Desa Malino yang konsisten dapat dianggap sebagai indikator
keberhasilan dalam hal pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. Namun, perlu peningkatan dalam aspek
pelibatan masyarakat dan transparansi untuk memastikan bahwa efektivitas ini juga dirasakan oleh
warga sebagai penerima manfaat langsung.

Rasio Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino tergolong
efisien, ditandai dengan realisasi belanja desa yang sesuai dengan rencana anggaran dan tidak
menunjukkan adanya pemborosan yang signifikan. Menurut Halim (2007:234), rasio efisiensi diukur
dari perbandingan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan, di mana efisiensi tercapai
apabila dana yang dikeluarkan dapat menghasilkan manfaat maksimal dengan biaya seminimal
mungkin.

Efisiensi di Desa Malino terlihat dalam pengelolaan belanja operasional maupun fisik yang
dilakukan secara tertib dan sesuai dengan skala prioritas. Realisasi anggaran yang sejalan dengan
rencana belanja menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dikendalikan dengan baik, meskipun
sebagian besar dana digunakan untuk pembiayaan operasional. Hal ini memperlihatkan bahwa
pemerintah desa tetap mampu menjaga efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Afriana Pandawa Paseli (2019), berjudul “Analisis
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Taipa
Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso” yang meneliti efisiensi pengelolaan ADD di Desa Taipa.
Dalam penelitiannya, Afriana Pandawa Paseli mengkategorikan kegiatan berdasarkan tingkat efisiensi,
yaitu efisien, cukup efisien, dan tidak efisien. la menyimpulkan bahwa pengelolaan ADD yang efisien
dapat tercapai apabila kegiatan direncanakan dengan baik dan sumber daya dimanfaatkan secara
optimal. Penekanan pada klasifikasi efisiensi menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan untuk memastikan tidak terjadinya pemborosan.

Dengan mengacu pada hasil tersebut, efisiensi pengelolaan ADD di Desa Malino dapat
dikatakan baik. Namun, untuk meningkatkan efisiensi ke tingkat yang lebih tinggi, desa dapat
memperkuat mekanisme evaluasi kegiatan serta memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-
benar memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Selain itu, efisiensi juga akan meningkat apabila
diiringi dengan transparansi penggunaan dana dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan
kegiatan pembangunan.

Analisis Tren

Hasil analisis tren terhadap ADD yang diterima Desa Malino dari tahun 2021 hingga 2024
menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan ini mencerminkan arah
positif dari segi keuangan desa, yang menjadi indikasi keberhasilan pemerintah desa dalam menjaga
stabilitas dan keberlanjutan penerimaan dana pembangunan.
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Menurut Hery (2015:503), Analisis Tren adalah teknik analisis untuk mengetahui tedensi
keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukan kenaikan atau penurunan. Dengan tren
yang meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa desa memiliki potensi yang semakin besar dalam
mengembangkan program pembangunan fisik maupun non-fisik.

Menariknya, dalam penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Nova Sulastri
(2016), Afriana Pandawa Paseli (2019), dan Andini Winarianti (2020), belum ditemukan fokus khusus
yang mengkaji analisis tren ADD secara eksplisit. Oleh karena itu, pembahasan trend ini menjadi salah
satu kontribusi penting dari penelitian ini, yang menambah literatur mengenai pentingnya memantau
kecenderungan keuangan desa dalam pengelolaan dana.

Dengan memahami tren ini, pemerintah desa dapat melakukan proyeksi anggaran dan
merancang kegiatan pembangunan jangka menengah yang lebih realistis dan berkelanjutan.

Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Desa Malino belum memiliki Pendapatan Asli
Desa (PADes), sehingga seluruh kegiatan pembangunan dan operasional desa masih sepenuhnya
bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat melalui ADD. Hal ini menunjukkan bahwa rasio
kemandirian keuangan desa berada pada tingkat sangat rendah atau berada dalam kategori pola
hubungan instruktif.

Menurut Abdul Halim (2007:232) rasio kemandirian menunjukan kemampuan pemerintah
daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat
yang telah membayar pajak dan retrebusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dan
Mahmudi (2015:140) mengatakan bahwa Kemandirian keuangan daerah di hitung dengan cara
membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan
transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Minimnya kemandirian Desa Malino menunjukkan perlunya strategi yang lebih kuat dalam
meningkatkan PADes, misalnya dengan memanfaatkan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan
wisata desa, yang mampu menghasilkan pendapatan tetap bagi desa.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam kajian ini, tidak ada
satu pun yang membahas mengenai rasio kemandirian secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa
penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dalam memperluas cakupan analisis pengelolaan dana
desa yang tidak hanya terbatas pada efektivitas dan efisiensi, tetapi juga menyentuh aspek kemandirian
desa sebagai indikator penting keberlanjutan pembangunan.

KESIMPULAN

Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino mengalami pertumbuhan yang stabil
selama periode 2021-2024. Pada 2022, penerimaan tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun pada
2023, ADD meningkat sebesar 4,86%, dan pada tahun 2024 penerimaan ADD mengalami peningkatan
sebesar 14,34%.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malino pada 2021-2024 menunjukkan hasil
yang sangat efektif dan efisien. Rasio efektivitas mencapai 100% pada 2022-2024, dengan sedikit
kelebihan 101% pada 2021, mencerminkan kesesuaian anggaran dan realisasi. Rasio efisiensi mencapai
99,77% pada 2021, dan 100% pada 2022-2024. Ini menunjukkan penggunaan anggaran yang optimal
untuk pembangunan fisik desa.

Hasil analisis tren menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD)
di Desa Malino selama tahun 2021-2024, menunjukkan tren yang stabil pada tahun 2022 yang berarti
tidak ada perubahan di banding tahun sebelumnya, dengan prsentase perubahan (100%). Pada tahun
2023 penerimaan ADD mengalami kenaikan yaitu sebesar (104,86%). Serta pada tahun 2024
penerimaan ADD kembali mengalami kenaikan, dengan presentase sebesar (114,34%). Peningkatan ini
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mencerminkan adanya penambahan dukungan dana dari pemerintah yang dapat mendukung
pembangunan desa.

Desa Malino belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga masih bergantung
sepenuhnya pada dana transfer pemerintah untuk membiayai pembangunan dan operasional desa.

SARAN

Meskipun pemerintah desa sudah cukup transparan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan
dan evaluasi pengelolaan ADD perlu ditingkatkan agar program pembangunan lebih sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan ADD harus dilakukan secara lebih efektif dan efisien dengan memastikan dana
yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif bagi desa. Perencanaan yang lebih matang
dan pengawasan yang ketat akan membantu mencegah penyalahgunaan anggaran serta memastikan
pembangunan berjalan sesuai rencana.

Agar ADD dapat lebih seimbang antara belanja operasional dan pembangunan fisik, pemerintah
desa perlu mengevaluasi kembali prioritas anggaran setiap tahunnya.

Desa Malino diharapkan dapat mulai mencari sumber pendapatan sendiri agar tidak selalu
bergantung pada dana pemerintah. Sehingga desa memiliki kemandirian dalam membiayai
pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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